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Abstrak

Kelima sila pancasila yong resmi dan sah berlaku secara konstitusional adalah sebagaimana yang
termakiub dalam Alinea 1V pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana
terakhir disahkan dengan Dekrit 5 Juli 1959, ditambah dengan lampiran naskah perubahan |, 11, 111, dan 1V
yang di sahkan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Kelima sila pancasila itu telah melewati sejarah
yang panjang dsn telah mengalami lima versi rumusan yang pernah berlaku secara resmi, yaitu : pertama,
rumusan piagam Jokarta atau Jakarta Charter bertanggal 22 juni 1945; kedua, rumusan pembukaan
Undang Undang Dasar yang di sahkan pada tanggal 18 agustus 1945; ketiga, rumusan Mukaddimah
Konstitusi Repubik Indonesia serikat bertanggal 27 Desember 1949; keempat, rumusan Mukaddimah
Undang-Undang Dasar Sementara Bertanggal 15 Agustus 1950; kelima, yang berasal dari rumusan
kedua, yaitu rumusan pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 agustus 1945 menjiwai nilai-
nilai dan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam pancasila. Istilah keadilan social bagi seluruh rakyat
Indonesia yang dilambangkan dengan simbol padi dan kapas, baik dalam versi rumusan Bung Karno
maupun yamin, disebut dengan istilah “Kesejahteraan rakyat” atau “kesejahteraan” saja, bukan atau
belum disebut dengan istilah “kesejahteraan sosial” ataupun dengan perkataan “keadilan social bagi
seluruh rakyat Indonesia”.

Kata kunci: Haluan; Konstitusi; Kebijaokan; Keadilan Sosial; Hukum Tata Negara.

Absfract

The five principles of Pancasila which are officially and legally valid consftifutionally are as sfafed in
Paragraph 1V of the Preamble fo the 1945 Consfifution of the Republic of Indonesia, as last rafified by
Decree of July 5 1959, plus the affached fext of amendments |, 11, 11/ and 1V which were rafified. in 1999,
2000, 2001, and 2002. The five principles of Pancasila have gone through a long hisfory and have
undergone five versions of the formulation that have been officially in force, namely: first the formulation
of the Jakarta charfer or Jakarta Charfer dated 22 June 1945; second, the formulation of the opening of the
Consfifution which was rafified on August 18 1945; third, the formulation of the Preamble fo the
Constfifution of the Republic of Indonesia dated 27 December 1949; fourth, formulafion of the Preamble fo
the Provisional Consfifution dated 15 August 1950, fifth, which comes from the second formulatfion, namely
the formula for the opening of the 1945 Constifution which was rafified on August 18 1945, embodying the
basic valves and principles contfained in Pancasila. The ferm social jusftice for all Indonesian people, which
is symbolized by the symbols of rice and coffon, both in Bung Karno's and Yamin's versions, is referred fo
as 'people’s welfare” or simply "welfare’, nof or not yet referred fo as "social welfare" or in other words.
"social justice for all Indonesian people".
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PENDAHULUAN

Kelima sila pancasila yang resmi dan sah berlaku secara konstitusional adalah
sebagaimana yang termaktub dalam Alinea IV pembukaan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, sebagaimana terakhir disahkan dengan Dekrit 5 Juli 1959, ditambah dengan
lampiran naskah perubahan L 1L 1, dan 1V yang di sahkan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan
2002. Kelima sila pancasila itu telah melewati sejarah yang panjang dsn telah mengalami lima
versi rumusan yang pernah berlaku secara resmi, yaitu : perfama, rumusan piagam Jakarta
atau Jakarta Charter bertanggal 22 juni 1945; kedua, rumusan pembukaan Undang Undang
Dasar yang di sahkan pada tanggal 18 agustus 1945; ketiga, rumusan Mukaddimah Konstitusi
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Repubik Indonesia serikat bertanggal 27 Desember 1949; keempat, rumusan Mukaddimah
Undang-Undang Dasar Sementara Bertanggal 15 Agustus 1950; kelima, yang berasal dari
rumusan kedua, yaitu rumusan pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 agustus
1945 , yang di kembali diberlakukan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang dinyatakan oleh
Presiden soekarno sebagai dijiwai oleh rumusan perfama, yang merujuk kepada naskah
piagam Jakarta bertanggal 22 juni 1945, rumusan lainnya masih merupakan pendapat pribadi
atau usulan pribadi yang di sampaikan dalam siding-sidang Badan Penyelidikan Usaha
Persipan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) seperti yang tercermin dalam isi pidato Bung
Karno yang sangat terkenal, yaitu Pidato 1 juni 1945, dan pidato Muhammad Yamin pada
tanggal 29 mei 1945 yang sering dipersoalkan mengenai kebenaran isinya, termasuk oleh Bung
Hatta. Kelima dasar Negara tersebut, menurut Muhammad Yamin, terdiri dari
Perikebangsaan, Perikemanusiaan, Periketuhanan, perikerakyataan, dan Kesejahteraan
Rakyat, Kelimanya, menurut Yamin berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup
ketatanegaraan yang terlah lama berkembang diindonesia, Bung Hatta yang berkomentar
mengenai kebenaran pidato Muhammad Yamin itu, meski pun dari segi integritas intelektual,
kita suda seharusnya lebih percaya kepada Bung Karno daripada Yamin, tetapi kita juga harus
bersikap adil dan fidak boleh mudah untuk percaya atau tidak percaya begitu saja pada
kebenaran pidato Muhammad Yamin itu.

Mereka yang ahli dibidang sejarah sudah seharusnya mengambil inisiatif untuk
meneliti secara lebih mendalam dan tuntas masalah penting ini. Dalam pidato spontannya
pada tanggal Tjuni 1945 yang kemudian dikenal sebagai lahirnya pancasila, soekarno
mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: kebangsaan; Internasionalisme; Mufakat, dasar
perwakilan, dasar permusyawaratan; kesejohteraan; dan ketuhanan. Nama Pancasila
diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya itu dengan mengatakan “sekarang banyak prinsip:
kebangsaan, Internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhan, lima bilangannya.
Dektrit Presiden 5 juli 1945 yang dijiwai oleh piagam Jakarta 22 juni 1945. Tentu pengertian
menjiwai ini dikaitkan dengan pernyataan presiden soekarno ketika menetapkan kembali
berlakunya UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia berdasarkan Dekrit
Presiden 5 juli 1945. Namun, dalam perspektif seajarah yang lebih luas, kita dapat pulah
mengaitkan semua peristiwa sejarah yang terkait dengan dinamika perumusan kelima sila
pancasila itu dengan kata ‘menjiwai’. Artinya, semua dokumen dan seluruh peristiwa sejarah
yang terkait dengan perumusan kelima sila pancasila itu sesungguhnya juga menjiwai nilai-
hilai dan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalom pancasila. Istiloh keadilan social bagi
seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan simbol padi dan kapas, baik dalam versi
rumusan Bung Karno maupun yamin, disebut dengan istilah “Kesejahteraan rakyat” atau
“kesejahteraan” saja, bukan atau belum disebut dengan istilah “kesejahteraan social” ataupun
dengan perkataan “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” istilah kesejahteraan dan
kesejahteraan social tentu berbeda kandungan maknanya, sehingga pengertion tentang
Negara kesejahteraan (welfare state) terdahulu juga harus di pahami berbeda dari Negara
kesejahteraan social (social welfare state ). Demikian pula istilah keadilan social bagi seluruh
rakyat Indonesia juga berbeda pengertiannya dari sekedar kesejohteraan atau pun
kesejateraan sosial.

Berdasarkan ketentuan perundan-undangan dan latar belakang di atas maka
permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini adalah Bagaimana Kedudukan Haluan
Konstitusi dalaom Kebijokan Keadilan Sosial?

METODE PENELITIAN

Pada penelitain ini, jenis penelitaion yang kemudian digunakan adalah penelitian
hukum Normatif. Metode penelitian mengunakan penelitian hukum normatif atau penelition
kepustakaan Library riseach yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis
berupa penelition yang mengkaji melalui perundang-undangan dan pendekatan konsep.
Adapun jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan dan sekunder yang meliputi buku literature dan bahan hukum tersier. Sedangkan
sumber bahan hukum yang digunakan Dallam penelitian ini bersumber atau diperoleh melalui
study kepustakaan. teknik pengumpulan bahan hukum dilokukan dengan menelisik pada
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berbagai literature, internet, dan jurnal. hasil dari bahan yang diperolen kemudian dianalisi
secara Deskriptif kualitatif, dan melakukan penarikan kesimpulan secara induktif dan deduktif.

https://doi.org/10.36232/jppadap.v3i2.5814

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketuhanan Yang Maha Esa

Berbangsa, dan bernegara suda seharusnya dijadikan pengangan bersama dalam
pergaulan hidup bersama oleh setiap rakyat atau warga Negara yang ber-Bhineka-Tunggal-lka
dengan Wawasan Nusantara dalam wada Neagara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
UUD 1945. Kelima sila pancasila merupakan dasar falsafat hidup bersama dan sekaligus
sebagai cita-cita hidup bersama serata bintang penuntun (led-stars) bagi kemajuan peradaban
bangsa di masa depan. Tata urutan kelima sila pancasila itu beserta kandungan nilai-nilai
susbstantifnya tumbuh dinamis, sejok pertama kali di temukan dan dirumuskan oleh bung
karno pada tanggal 1 juni 1945, menjadi rumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 juni 1945,
sampai akhirnya di tetapkan secara final dan konstitusional sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 agustus 1945. Dalam kelima sila
pancasila itu, harus dicatat bahwa nilai-nilai paling pertama dan vtama adalah sila ketuhanan
Yang Maha Esa. Kedudukannya sebagai sila peling perfama dan paling utama dalom
pancasila dalom pancasila tidak dapat di ganggu gugat oleh penghormatan kita kepada
sejarah penemuan dan perumusan awal ide pancasila sebagai dasar Negara dalam pidato
Bung Karno 1 juni 1945 yang menempatkan sila ketuhanan ini pada urutan terakhir yang tentun
mengandung makna berbeda dengan penempatannya diurutan perfama. Dalam pidato di
depan siding BPUPKI tanggal 1 juni 1945, Bung Karno menyebutkan kelima sila pancasila itu
dengan urutan: (i) Kebangsaan Indoneisa atau Nasionalisme; (ii) Internasionalisme atau
Prikemanusiaan; (iii) Mufakat atau Demokrasi; (iv) Kesejahteran social dan; (v) Ketuhana.
Menurut Bung Karno, kelima silaitu dapat di peras menjadi trisila, yaitu (i) sosio-nasionalisme;
(ii) Sosio-Demokrasi; dan (iii) ketuhanan; yang dapat diperas lagi menjadi Gotong-Royong.
Pendek kata, sila ketuhanan dalam pandangan Bung Karno berbeda di urutan terakhir, “last
but not least”, buakn urutan pertama seperti rumusan piagam Jakarta 22 juni 1945 dan
rumusan Alinea 1V pembukaan UUD 1945 yang di sahkan pada tanggal 18 agustus 1945.
Urutan perumusan versi | juni 1945 ini baru merupakan ide pribadi Bung Karno, yang belum
berlaku mengikat untuk seluruh warga bangsa. Rumusan resmi disepakati dalam piagam
Jakarta pada tanggal 22 juni 1945 yang kemudian diperbaiki lagi dan disahkan secara resmi
dan konstitusional pada tanggal 18 agustus 1945 dengan menempatkan prinsip ketuhanan
Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Yang menyinari, membimbing, dan mengintegrasikan
kelima sila pancasila dalom satu kesatuan paradigm ketuhanan Yang Maha Kuasa. Tuhan
Yang Maha Kuasa menurut Alinea 1| Pembukaan UUD 1945 adalah Tuhan Yang Maha Esa,
Hanya Tuhan yang bersifat absolut. Sedangkan semua yang bukan tuhan atau selahin fuhan
bersifat relative, nisbi, dan tidak boleh diperlakukan absolut. Tuhan yang demikian itulah yang
terkandung maknanya dalam rumusan Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi yang paling
akrab dan banyak menyebut kata-kata Tuhan. Keseluruhan kata-kata yang berkaitan dengan
tuhan dan ketuhanan dapat di temukan sebanyak 14 kali dalam rumusan pembukaan dan
dalaom batang tubuh atau pasal- pasal UUD 1945. Pertimbangan moral nilai-nilai agama
keimanan dan ketaqwaan banyak juga Negara lain di dunia yang menggunakan kata-kata
Tuhan dan agama, di eropa 27 negara anggota Unit Eropa secara eksplisit menyebut kata
tuhan dalam konstitusinya.

Kekuasaan yang bersifat absolut terkait dengan konsepsi Tuhan Yang Maha Kuasa,
sedangkan kekuasaan lain yang bersumber dari rakyat (demokrasi) dari hukum (nomokrasi,
rectsstaat), dan apa lagi dari pribadi tokoh-tokoh pemimpin, semuanya bersifat relative. Untuk
itu, sistem kekuasaan Negara harus pula di lihat dalam perspektif ketuhanan Yang Maha
Kuasa sebagaimana di rumuskan dalam Alinea kedua pembukaan UUD 1945. Pada alinea 1V
pembukaan dan pada pasal 29 ayat (1) UUD 1945, perkataan yang dipakai adalah ketuhanan
Yang Maha Esa. Namu, dalam Alinea Il pembukaan, yang di pakai adalah perkataan
ketuhanan Yang Maha Kuasa yang mengandung konteks pengertian yang berbeda. Maha
Kuasa artinya kekuasaan yang bersifat tertinggi. Hal ini berkaitan dengan konsep kedaulatan
yang dalam UUD 1945 dianut beberapa dokirin sekaligus, yaitu kedaulatan rakyat pasal 1 ayat
(2), kedualutan hukum pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

133



Halvan Konstitusi dan Kebijakan Keadilan Sosial Dalam Hukum Tata Negara — Adi Randi M Rajab, Agfajrina Cindra
Pamungkas, Sofyan Muhamad, Edy Supardi, Hardiman F. Sanaba

Menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengokui tiga dokirin kedaulatan sekaligus, yaitu
kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan di atas segalnya adalah kedaultan Tuhan Yang
Maha Kuasa, yaitu tuhan kita semua sebagai warga bangsa Indonesia, tetapi kita sebut sesuai
dengan keyakinan masing-masing golongan dengan sebutan yang kita muliakan, dan semua
golongan diharuskan saling menghormati pilihan-pilihan keyakinan orang per orang masing-
masing berdasarkan UUD 1945.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kedua pancasila adalah kemanusioan yang adil dan Beradab. Ada tfiga kata
penting di sini, yaitu ‘Kemanusiaan’, ‘adil’, dan ‘beradab’. Pertama, terkait dengan nilai
kemanusiaan, (humanity). Sesuda menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama, langsung
kita berurusan dengan prinsip kemanusiaan, yaitu yang bersifat adil dan beradab, sebagai sila
kedua. Negara hanya alat dan sarana yang diperlukan oleh manusia Indonesia untuk hidup
bersama sebagai manvuisa. Karena itu, bernegara itu adaah organisasi sebagai manusiadan
untuk manusia, yaitu manusia yang adil dan beradab. Faktor keadilan dan keberadaban
diyakini sangat menentukan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berbasis pada nilai-nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sejarah, semua peradaban besar tumbuh dan berkembang
karena manusianya memiliki keyakinan diri yang tinggi sabagai reflekasi dari keyakinan
mereka pada Tuhan Yang Esa. Perkembangan peradaban tdiak terpisahkan dari kualitas
ketakwaan warga masyarakatnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan Kualitas
Ketakwaan yang dinilai erat kaitannya dengan keadilan. Al quran menyerukan kepada semua
orang untuk berbuat adil.

Bung Karno mengaitkan pengertian kemanusiaan yang adil dan beradab ini dengan
prinsip “Internasionalisme”. Namun sebenarnya, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab
dapat saja kita bedakan dari pengertian internasionalismedalam hubungan antarbangsa dan
antarnegara. Internasionalisme dan bahkan globalisme dapat kita bedakan pengertiannya dari
universalisme, dalam arti hubungan berbangsa (internations), antarnegara (inter-states),
antarnegara bangsa (inter-nation-states), ataupun antar paham kebangsaan (inter-
nationalisme) lebih bersifat organis atau komunalistik, pengertian demikian dapat dibedakan
dari pengertian “universalisme” yang lebih mendasarkan diri pada bangsa, dan cita-cita
kebangsaannya. Internasionalisme dan globalisme menyakut bentuknya (structure),
sedangkan universalitas dan universalisme menyakut materi atau isi nilai-nilainya (substance).
Internasionalitas dan globalitas bersifat keluar atau dari luar, dan universalitas berkenaan
dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang dapat datang dari luar ataupun dari tradisi dan
kearifan lokal sendiri yong mengandung nilai-nilai luhur menurut standar yang bersifat
universal. Misalnya, nilai-nilai kejujuran dan keadilan datap di temukan dalom tradisi lokal
dimana saja di seluruh dunia, dan juga dalom tradisi-tradisi yang bersifat lokal di daerah-
daerah di seluruh Indonesia.

Kedua, tentang adil dan keadilan. Kemanusiaan yang di maksudkan dalam sila kedua
pancasila adalah kemanusiaan yang adil. Cita-cita kemanusiaan yang adil dalam sila kedua ini
berbeda dengan prinsip keadilan social yang di rumuskan sebagai sila kelima pancasila. Sikap
dan periloku yang diidealkan dalam rangka perwujudan sila kedua ini pernah dijabarkan oleh
ketetapan MPR No II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan pengamalan pancasila (P4):
1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antarsesama
manusia;

Saling mencintai sesame manusia;
Mengembangkan sikap tenggang rasa;
Tidak semena-mena terhadap orang lain;
Menjunjung nilai kemanusiaan;
Gemar melakukan kegiotan kemanusiaan;
Berani membelah kebenaran dan keadilan
Sebagai bangsa, merasa diri sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena
mengembangkan sikap rasa hormat-menghormati dan terbuka untuk bekerja sama dengan
bangsa lain.
Adapun nilai sikap dan perilaku yang diidealkan dalam rangka perwujudan nilai-nilai
dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ketetapan No. [I/MPR /1978. 11 butir nilai,
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1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana
kekeluargaan dan gotong royong;
Bersikap adil;
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewaijiba;
Menghormati hak-hak orang lain;
Suka memberi pertolongan kepada orang lain;
Menjauhi sikap pemerasaan terhadap orang lain;
Tdiak bergaya hidup mewah;
Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;
. Suka berkerja keras;
10. Menghargai hasil karya orang lain;
11.Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Setiap individu manusia Indonesia diimipikan dapat bersikap dan berperiloku sperti
yang diidealkan, baik dalam dirinya sendiri maupun dalam hubungannya dengan orang lain.
Khusus mengenai sila keadilan sosial, sikap dan perilaku ideal itu dikaitkan dengan persoalan
struktur kehidupan yang bersama diharapkan tidak bersifat timpang dengan kesenjangan yang
terlalu lebar atau berlebihan sehingga menciptakan ketidakadilan sosial dalam kehidupan
bersama tentang ‘adab’, keberadaban, dan peradaban. Kemanusian yang di maksud dalam
sila kedua pancasila adalah kemanusiaan yang beradab. Lawan kata [antfonym] ‘beradab”
tidak beradab’, ‘biadab’, atau ‘uncivilised’ terkaik hal ini dapat dibedkan dua pengertian, yaitu
beradab atau tidak beradab dalam konteks kualitas individu dan dalam konteks kebudayaan.
Dalam pengertian kedua, yaitu dalam konteks kebudayaan, adab itu dilihat dalom pengertian
kolektif, yaitu kebudayaan yang luhur, dan itulah yang biasa dipahami sebagai peradaban.
Dalam kamus Marriam Webster, “civilization” itu dirumuskan dengan tiga defenisi, yaitu: [1a]
“a relatively high level of cultural and technological development”, [1b]l “ the culture
characteristic of a particular time or place” [2] “the process of becoming civilized [civilization is
slow process with many failures and set backs]”, [3al “refinement of thought, manners, or taste
[exhlibiting a high level of civilization]”.[3b] “a situation of urban comfer[our African safari was
quite inferesting, but it was great to get back to civilizatio Peradaban itu merujuk kepada
pengertian ketinggian kebudayaan suatu masyarakat atau suatu komunitas di wilaya tertentu
menurut ukuran-ukuran yang bersifat universal dalam kehidupan umat manusia di sepanjong
sejarah.
Persatuan Solidaritas Kebangsaan
Persatuan dan solidaritas kebangsaan harus di pahami sebagai suatu keniscayaan
yang sangat penting dalam kehidupan bersama yang salulu di warnai oleh kemajemukan.
Apalagi bangsa indonesiayang dapat dikatakan merupakan bangsa paling plural di dunia,
sebeulum menentukan nilai dasar kebebasan dalam sistem demokrasi kerakyatan dalam sila
keempat pancasila, bangsa Indonesia menentukan lebih dulu pentingnya persatuan Indonesia
sebagai sila ketiga pancasila. Indonesia adalah bangsa yang ber-bhinneka-tuunggal-ika, yang
dengan sengaja harusmenyatakan kehendaknya untuk terus bersatu dalam wada Negara
Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila, perkataan persatuan Indonesia sebagai sila
ketiga pancasila tidak boleh diubah, ditambah, atau dikait-kaitkan dengan istilah “kesatuan”.
Misalnya, banyak orang yang keliru, meskipun dengan maksud yang dikiranya mulia, yaitu
dengan menggunakan perkataan “persatuan dan kesatuan” secara sekaligus, yang justru
mencampuradukkan prinsip “persatuan dalam keragaman” (unity in diversity) dengan
pengertian kesatuan yang menadung konotasi ketunggalan, keseragaman, dan penyeragaman
[uniformity]l. “Persatuan dan kesatuan” sangat berbeda dengan istilah “Negara Kesatuan”
yang berarti “unitary state” yang di perhadapkan dengan susunan organisasi “Federal State”.
Dalam konteks bentuk Negara atau susunan organisasi Negara. Kata kesatuan memang bisa
di pakai untuk pengertian “unitary”, sedangkan kata “persatuan” dikaitkan dengan pengertian
“federal” dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada akir fahun 1940-an, pernah
ada wacana gerakan Negara islam yang menggunakan istilah “Republik Persatuan Islam”
(RPI) yang juga menggunakan kata “Persatuan” untuk pengertion Negara federal. Artinya
dalam konteks pengertian tentang bentuk Negara atau susunan organisasi Negara., istilah
kesatuan dan persatuan itu memang dibedakan satu sama lain, bahkan sebagai antonim.
Begitu pula dalam konteks nilai-nilai sila ketiga pancasila, kedua istilah itu harus dibedakan
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dan bahkan dipisahkan maknanya. Yang satu bersifat filosofis yang menyangkut nilai-nilai
dasar sila ketiga pancasila. Sedangkan yang lain berkenaan dengan pengertian tentang bentuk
dan susunan organisasi Negara. Persatuan dengan demikian bersifat sangat dinamis, tidak
statis. Karena itu, kondisi persatuan juga harus diisi dan diberi makna secara lebih produktif
untuk kemaijuan peradaban bangsa. Perkembangan kemajuan bangsa tidak cukup hanya
dengan memelihara dan merawat persatuan tanpa upaya dan langkah-langkah nyata yang
bersifat produktif untuk kemjuan bersama warga bangsa indonesai yang bersatu.

Kebebasan dan Demokrasi Kerakyatan

Kebebasan dan demokrasi kerakyatan tercermin dalaom rumusan sila keempat
pancasila. Kerakyatan yang dimaksud disini tidak lain adalah prinsip kedaulatan rakyat, yaitu
prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan utnuk rakyat.
Rakyatlah yang berdaulat dalaom arti memiliki kekuasan tertinggi dalam kegiatan bernegara.
Bahkan, dalam sikap kerakyatan, dapat pula di artikan bahwa kekuasaan itu bersal dari rakyat,
diselenggarakan oleh rakyat, untuk kepentingan seluruh rakyat, dan dijalankan bersama-sama
dengan rakat. Dari jargon Abraham Lincoln yang sangat dikenal, yang berasal dari pidato yang
dikenal dengan sebutan Gettysburg Address. Menurut Abraham Lincoln kekuasan tidak lain
adalah “Government of the people, by the people and for the people” mengenai dokirin
kedaulatan rakyat, dapat dikemukakan adanya pendapat yang berbeda atas pemaknaannya
oleh bung karno dan soepomo disatu pihak dengan bung hatta dan muhmmad yamin dilain
pihak. Menurut soekarno, kedaulatan rakyat bukanlah kedaulatan rakyat sebagai individu,
tetapi kedaultan rakyat dalam arti kolektif. Bung karno menolak ide Muhammad Yamin dan
Bung Hatta untuk mencantumkan ketentuan mengenai hak asasi manusia, karena dinilainya
bersifat liberal individualis. Menurut Bung Karno, kedaulatan rakyat Indonesia adalah
kedaulatan rakyat sebagai suatu kolektivitas, bukan rakyat secara sendiri-sendiri yang bersifat
libera-individualitis. Karena itu rumusan pasal 28 UUD 1945 yang disahkan pada agustus 1945
hanya menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan
lisan dan fulisan dan sebagainya, di tetapkan dengan Undang-Undang. Artinya pasal atas
kemerdekaan berserikat (freedom or association). Kemerdekaan berkumpul ( freedom of
assembly) kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (freedom of thought and
freedom of expression)belum diakui sebagai hak konstitusional melaikan masih akan dan harus
dan disepakati lebih dulu dengan undang-undang, padang Kkolektivis tentang kedaulatan rakat
seperti demikian dewasa ini tidak lagi di anut oleh UUD 1945, sejak perubahan II UUD 1945
pada tahun 2000, ketentuan tentang hak asasi manusia suda di adopsi sangat lengkap dalam
UUD 1945, mulai dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J.

Dengan diterimanya ide tentang hak asasi manusia itu dalam konstitusi. UUD 1945
memuat ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, antara paham kolektivisme dan
individualism. Dengan demikian, kedaulatan rakyat yang dimaksud dengan sila keempat dan
dijobarkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat. Dengan
perkataan lain, nilai-nilai dasar kerakyatan dalam sila keempat pancasila itu tidak lain adalah
prinsip demokrasi kerakyatan berdasarkan pancasila dan UUD 1945

Prinsip demokrasi kerakyatan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dapat dijabarkan
secara terbuka dan dapat menerima baik sistem pemilihan langsung oleh rakyat yang
berdaulat maupun sistem pemilihan fidak langsung, yaitu melalui lembaga perwakilan rakyat.
Kedua-duanya sama dapat diterima sebagai prosedur demokrasi dalam rangka memastikan
perekrutan kepemimpinan yang bersifat teratur dan terbuka serta dibatasi agar tidak terjadi
praktik kekuasaan yang tidak ada batas. Sebab, sejatinya sistem demokrasi tidak lain adalah
untuk membatasi kekuasaan dengan memberikan peluang yang sama kepada semua warga
Negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan
Sistem Ekonomi Pasar Pancasila

Prinsip-prinsip nilai dasar pancasila yang secara khusus berkenaan dengan dinamika
perekonomian dapat pula di bahas secara tersendiri sebagaimana di gagas oleh Prof. Dr. Ing.
B.J. Habibie, presiden ketiga Republik Indonesia, dengan sebutan pasar pancasila (EPP)
semula, oleh para ekonomi idealis, seperti Prof. Dr. Mubiyarto, Prof. Dr. Emil Salim, dan lain-
lain, sistem ekonomi Indonesia yang diidealkan itu disebut sistem ekonomi pancasila (SEP)
oleh Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie diberi nuansa baru, yaitu realisme pasar yang tidak
terhindarkan, sehingga sistem ekonomi Indonesia yang diidealkan itu konstrusikannya sebagai
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sistem ekonomi pasar pancasila. Dengan istilah baru ini dapat dipahami adanya kenyataan
baru yang sering kali lihat sebagai sumber masalah, yaitu dinamika pasar bebas (free market).
Dalam konsep baru ini, kenyataan adanya dan bahkan dominannya pengaruh dinamika
pasarlebih dilihat sebagai suatu kenyataan, yang dierah globalisasi kehidupan yang serba
bebas dan terbuka, dengan dinamika perubahan yang serba bersifat eksponensial dewas ini
kedudukan dalam perekonomian lokal, nasional, regional, dan global menjadi semakin fidak
terhindarkan, yang menjadi masalah kemudian, bukan lagi mempernasalahkan adanya atau
besarnya tekanan pengaruh dinamika pasar itu dalam teori dan praktik kebijokan
perekonomian.

Cara pandang baru ini tentu penting untuk dicatat jika dibandingkan dengan gagasan
sebelumnya, yaitu sistem ekonomi pancasila, yang dikembangkan oleh para ekonomi idealis.
Salah satu kelemahannya ilah adanya kecenderungan sikap romatis dan bahkan utopis dalam
perdebatan mengenai ideology ekonomi pancasila itu sehingga mengundang reaksi yang tidak
positif dari kalangan ekonomi yang akrab bergaul dengan fakta-fokta dan data empiris
dilapangan. Bahkan, dalam perkembangannya, baik dilapangan akademis maupun praktis,
idealism ekonomi pancasila itu diperhadapkan dengan sikap-sikap yang sangat prakmatis
dikalangan mayoritas ekonomi, yang menempatkan realitas ekonomi pasar sebagai segal-
galanya, dua mazhab pemikiran itulah yang muncul dalam perdebatan mengenai gagasan
perubahan terhadap rumusan pasal 33 UUD 1945 pada tahun 2001-2002 dengan menghasilkan
kompromi dengan rumusan yang ada sekarang, seperti terlihat dalam pasal 33 ayat [4] dan [5]
serta pasal 34 ayat [11,[21,[3], dan [4].

Semangat jalan tengah itu tercermin dalom rumusan UUD 1945 pasal 33 ayat (4) yang
baru, yaitu; “perekonomian nasional di selenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip
kebersamaan, efesiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” sistem
ekonomi yag di sepakati secara konstitusional adalaoh berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan enam prinsip pokok, yaitu:[il prinsip kebersamaan [iil prinsip efisiensi-berkeadilan, [iiil
prinsip keberlanjutan,[iv] prinsip berwaeasan lingkungan, [v] prinsip kemandirian, [vi] dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Karena itu Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie berpendapat bahwa nama sistem ekonomi
Indonesia yang harus di bangun adalah sistem ekonomi pasar pancasila. Apalagi, ‘brand-
name’ pancasila ini dewas ini cenderung semakin kurang mendapat perhatian dikalngan
generasi milineal, karena itu istilah yang tepat untuk itu adalah ekonomi pasar pancasila, saya
pun setuju pendapat ini sehingga saya berpendapat, untuk memandu pembangunan ekonomi
Indonesia di masa depan, sistem ekonomi pasar pancasila ini suda saatnya dikaji dengan
dijabarkan secara lebih operasional oleh kalangan ahli ekonomi, ahli perencanaan
pembangunan, dan para ahli lintas disiplin ilmu pengetahuan untik merancang masa depan
Indonesia yang semakin maju, merdeka, bersatu, adil, dan makmur, berdasarkan pancasila dan
UUD 1945.

https://doi.org/10.36232/jppadap.v3i2.5814

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan filsafat
kenegaraan dapat memberikan gambaranutuh tentang hakikat Haluan Negara. Berangkat dari
filsafat kenegaraan Pancasila terlihat bahwa ada tiga konsensus dasar yang disepakati oleh
para pendiri bangsa sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu Pancasila, UUD
1945, dan Haluan Negara, yang ketiganya saling berkait kelindan sebagai triangel of basic state
consensus. Sehingga keberadaan Haluan Negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
Pancasila dan UUD 1945.

Mengingat begitu pentingnya keberadaan Haluan Negara dalam hubungannya dengan
Pancasila dan UUD 1945, maka disarankan dimasa yang akan datang perlu dilakukan
penataan sistem ketatanegaraan Indonesia terutama terkait dengan keberadaan Haluan
Negara sebagai pedoman kebijakan dasar negara, sehingga penyelenggaraan pembangunan
hegara dapat berjalan sesuvai dengan yang dikehendaki dalam falsafah negara, Pancasila.
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